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KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Perubahan Rencana Kerja ( P. RENJA ) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2023. 
Perubahan  RENJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba merupakan Dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaaan Nasional yang diaplikasikan kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Daerah Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta  Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.  Perubahan RENJA Satuan Polisi Pamong Praja adalah Dokumen Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis  ( RENSTRA ) Satuan Polisi Pamong Praja dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ).
Tersusunnya P. RENJA ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba. 
 Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2023, semoga bermanfaat bagi pihak pihak yang memerlukan.    
                                                                          Balige,                                          2023
                                                                KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TOBA



HARIANTO H. BUTARBUTAR, SE., M.Si
PEMBINA 
NIP. 197801182005021001
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BAB I ii

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja SKPD sebagai dasar menyusun dokumen perencanaan tahunan. 
Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Perubahan Rencana Kerja  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan merupakan rangkaian dari tahap penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Toba Tahun 2025.  
Program Pembangunan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian program pembangunan daerah yang menggambarkan tentang segala sesuatu yang perlu dilaksanakan. Perubahan Rencana Kerja menggambarkan tujuan, sasaran, indikator capaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat mewujudkan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai Visi Kabupaten Toba tahun 2026-2030  “Toba Mantap 2025-2030”

1.2 LANDASAN HUKUM 
Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 adalah : 1

1. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II  Mandailing  Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran  Negera Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 / 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No 58, TLNRI Nomor 5679;
6.  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi ,Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran klarifikasi , kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 06 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 -2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun  2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun  2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba.


1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 
Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan maksud memberikan arah dan tujuan dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba, sehingga mampu memprediksi perubahan-perubahan melalui pengkoordinasian dan kemitraan dengan segenap komponen masyarakat dalam mendukung keberhasilan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Toba pada tahun yang akan datang khususnya dibidang ketentraman dan ketertiban dan Penegakan Peraturan Daerah atau Produk Hukum Daerah lainnya serta penanggulangan bencana kebakaran.  Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja ini disusun dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi perubahan-perubahan serta perkembangan guna pencapaian tujuan, sasaran serta indikator beserta targetnya yang sudah disusun sesuai perencanaan.3


1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 
  Sistematika Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025 sebagai berikut: 
	Bab I	PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan 
1.4. Sistematika Penulisan
	Bab II  EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 
	2.1. Hasil Evaluasi IKU, IKS dan Indikator Program sampai Triwulan II
	2.2. Hasil Evaluasi Realisasi Program/Kegiatan Sampai Triwulan II
		2.3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan 
	2.4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut 
Bab III   RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Berisikan prioritas pembangunan dan perubahan rencana kerja program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif pada perubahan dan ditampilkan dalam bentuk Tabel Matriks Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025. 
BAB V  PENUTUP
	 

	




BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

a. Hasil evaluasi IKU, IKS dan Indikator Program sampai TW. II
Pelaksanaan program/kegiatan setiap tahunnya pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba dilaksanakan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun setiap tahunnya. Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah atau Produk Hukum Daerah lainnya, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran. Pencapaian kinerja Satpol PP tidak terlepas dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Sasaran (IKS) dan Indikator Program yang sudah ditetapkan dalam Renstra OPD:
Di bawah ini disajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Sasaran (IKS), dan Capaian Indikator Program Satpol PP adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
	
	
	

	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TOBA

	NO
	Indikator IKU Perangkat Daerah
	Satuan Indikator
	Target Capaian IKU Tahun 2025
	Realisasi Capaian IKU Tahun 2025 (TW.II)
	Tingkat Capaian IKU Tahun 2025
(TW.II)
	Perangkat Daerah Penanggung jawab

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
	Persen
	100
	16,00
	16,00%
	Satpol PP




Tabel 2. Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran (IKS)
	No
	Indikator Kinerja Sasaran 
	Target 2025
	Realisasi sampai Tw. II
	Ket

	1
	Meningkatnya ketenteraman
dan ketertiban Umum
	100%
	 23,00%
	 

	2
	Meningkatnya Pencegahan
Penanggulangan
Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan Non
Kebakaran
	19 menit
	20 menit 
	 



Tabel 3. Evaluasi Indikator Kinerja Program 
	No
	Indikator Kinerja Program 
	Target 2025
	Realisasi sampai Tw. II
	Ket

	1
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
	100%
	37,07% 
	 

	2
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
	100%
	25% 
	 

	3
	Cakupan kinerja penunjang urusan pemerintah daerah
	100%
	30%
	



a. Keterbatasan Sarana pendukung 
b. Keterbatasan dana
c. Keterbatasan SDM 
Minimnya sarana pendukung operasional saat pelaksanaan trantibunlinmas, penegakan perda dan terlebih penanganan bencana kebakaran dan non kebakaran sangat berpengaruh terhadap pencapaian target IKU.  Dimana sampai triwulan II ini sarana pendukung yang tersedia adalah sebagai berikut:
	No
	Nama Barang
	Jumlah
	Ket

	1
	Kendaraan Dinas Bermotor roda 4 
	2
	Unit

	1 Baik dan 1 Kurang Baik

	2
	Kendaraan Dinas Roda 6
	1
	Unit
	Baik

	3
	Mobil Pemadam Kebakaran
	86

	Unit
	6 Baik dan 2 Rusak Berat

	4
	Sepeda Motor
	7
	Unit
	5 Baik dan 2 Rusak Berat



Hal ini tentu akan mengakibatkan implikasi terhadap target capaian program Renstra SKPD tersebut seperti ketidakpuasan masyarakat akan pelayanan pemerintah atas program/kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga menimbulkan efek negatif terhadap pelayanan pemerintah. Dengan tidak terpenuhinya target tersebut juga akan mengakibatkan banyaknya dana kegiatan yang tidak tepat sasaran dan tidak terkelola dengan baik. Untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, maka diambil beberapa kebijakan/tindakan berupa:
a. Pengajuan permohonan anggaran 
b. Pengalokasian dana dengan penerapan skala prioritas
c. Pematangan kesiapan tim kerja dalam penanganan kegiatan

b. Hasil Evaluasi Realisasi Program/Kegiatan sampai Triwulan II
Dalam meningkatkan layanan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, serta pelayanan tanggap darurat dan mitigasi bencana Tahun 2026 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba telah dialokasikan dana sebesar Rp. 11.767.402.484,- (Sebelas milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Empat Ratus Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat) dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II sebesar Rp. 5.922.357.235,- (Lima milyar Sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima rupiah  ) yaitu untuk pembiayaan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.   
Analisis hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 
	Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu (1) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang didukung dengan Sub Kegiatan  Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan serta Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum; (2) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang didukung dengan Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota; (3) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota didukung dengan Sub Kegiatan Pengambangan Kapasitas dan Karier PPNS.7
7

	Realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 3.307.454.304,- dari target Rp. 1.622.750.000,- (203,82%). Realisasi fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 37,06% dari target 88%. 

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 
	Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu (1) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota yang didukung dengan Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri, dan Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran; (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran didukung dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.  
	Realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II adalah sebesar Rp. 129.460.615,- dari target Rp. 1.033718.551,- (12,52%). Realisasi fisik sampai dengan Triwulan II adalah sebesar 4,91% dari target 100%.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
	Program ini teridiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu (1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; (2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah didukung dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS; (3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah didukung dengan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; (4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah didukung dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor; (5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah didukung dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 


	Realisasi kinerja sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 270.5291.839,- dari target Rp. 7.793.434.148,- (34,71%). Realisasi fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 22,41% dari target 100%. 
	Adapun evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan triwulan II secara terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :9
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c. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya atau Melebihi Target   Kinerja Program/Kegiatan

	Dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba sampai dengan triwulan II tentu ada target kinerja yang telah tercapai dan ada juga yang melebihi target yang direncanakan serta ada juga target yang terpenuhi sesuai yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dana, data maupun sarana prasarana pendukung, kurangnya kesiapan dari perangkat daerah dalam pelaksanaan kegiatan, serta adanya program dan kegiatan yang sedang berjalan, sehingga program yang belum mencapai target dapat dicapai setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan pada akhir Desember 2025. 
 
d.Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut 
Untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah melakukan penyempurnaan data penunjang untuk pelaksanaan kegiatan, pengalokasian dana dengan penerapan skala prioritas, pematangan kesiapan tim kerja dalam pelaksanaan kegiatan serta mendorong setiap bidang agar segera melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2025. 
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BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan gambaran rencana prioritas dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba tahun 2025, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi untuk mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (trantibum), perlindungan masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran. 
Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba menetapkan 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Adapun program dan kegatan tersebut yaitu : 
I. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 
1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 
1.1 Sub Kegiatan  Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 
1.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 
2.1 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 
3.1 Sub Kegiatan Pengambangan Kapasitas dan Karier PPNS

II. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 11

1.  Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.1 Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.2 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
1.3 Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
2.1 Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

III. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 
3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.5 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
3.6 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor12

5. Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah 
5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba Tahun 2025 sehubungan dengan perkembangan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten sehingga perlu dilakukan penghapusan kegiatan. Berikut Matriks Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba : 13
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IV. PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. 

Demikian juga dengan Perubahan Renja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba ditetapkan dengan berorientasi ke masa depan yang mendatang dengan sebanyak mungkin menggunakan pengetahuan antisipatif agar dapat mengikuti perkembangan lingkungan. 

Sangat dimungkinkan banyaknya kekurangan-kekurangan dalam penetapan rencana kerja ini, namun diharapkan dalam pelaksanaannya dapat diperoleh saran-saran perbaikan yang menambah sempurnanya perencanaan ini. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6474);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 648);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang

Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian

Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102

Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah

dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan

Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 965);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi,
Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir
(Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir
(Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

15. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);

17. Peraturan Bupati Toba Nomor 29 Tahun 2024 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025.

Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Ka}bupaten
Toba Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Diktum ini.
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten;

Inspektorat;

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

Dinas Sosial;

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

9. Dinas Lingkungan Hidup;

10. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

12.Dinas Kesehatan;

13.Dinas Pertanian;

14.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

15.Dinas Perhubungan;

16.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian;

17.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Ketenagakerjaan,

18.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan
Perlindungan Anak;

19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

20.Satuan Polisi Pamong Praja;

21.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;

22.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,;

23.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

24.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

25.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

26.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;

27.Kecamatan Ajibata;

28.Kecamatan Bonatua Lunasi;

® N s W
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29  Kecamatan Borbor;

30. Kecamatan Habinsaran,
31.Kecamatan Laguboti;

32. Kecamatan Lumban Julu;

33. Kecamatan Parmaksian,

34. Kecamatan Porsea;

35. Kecamatan Siantar Narumonda,
36.Kecamatan Silaen;
37.Kecamatan Tampahan;
38.Kecamatan Uluan;
39.Kecamatan Nassau,;
40.Kecamatan Pintu Pohan Meranti;
41.Kecamatan Sigumpar

KETIGA - Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun
2025 dilaksanakan berdasarkan Tahapan Verifikasi terhadap
Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk
memastikan telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang
berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 09 Juli 2025

BUPATI TOBA,
Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KAB.TOBA
AD¢ KESEJAHTERAAN RAKYAT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba;
2. Inspektur Kabupaten Toba;

3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
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K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

 Meningkatnya 

Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

 Program Peningkatan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum 

 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3  95,00 9.192.984.631,00 Persen 90,06 2.946.088.228,00 88,00 1.622.750.000,00 0,00 0,00 0,00 32,62 3.307.454.304,00 32,62 3.307.454.304,00 24,53 6.253.542.532,00 0,26 0,68 Satpol PP

  Penanganan Gangguan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) 

Daerah / Kota 

 Persentase penanganan gangguan 

ketentraman dan ketertiban umum dalam 

kabupaten 

100,00 6.399.364.140,00 Persen 70,18 2.537.112.771,00 88,00 1.292.750.000,00 0,00 0,00 0,00 11,19 0,00 3.242.879.570,00 11,19 3.242.879.570,00 16,27 5.779.992.341,00 0,16 0,90 Satpol PP

 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini 

dan Cegah Dini, Pembinaan dan 

Penyuluhan , Pelaksanaan Patroli, 

Pengamanan dan Pengawalan 

Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui 

Deteksi Dini dan Cegah Dini,  Pembinaan  dan 

Penyuluhan,  Pelaksanaan  Patroli,  

Pengamanan,

dan Pengawalan

53,00 2.553.350.000,00 Kasus 100,00 2.449.558.984,00 50,00 361.250.000,00 0,00 0,00 0,00 25,00 50,00 3.217.628.570,00 25,00 3.217.628.570,00 125,00 5.667.187.554,00 2,36 2,22 Satpol PP

 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi 

Umum Serta Perlindungan Masyarakat 

Tingkat Kabupaten/ Kota 

 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, dan 

Ketertiban Umum Melalui Deteksi Umum Serta 

Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ 

Kota 

30,00 335.081.437,00 Dokumen 100,00 2.449.558.984,00 30,00 81.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 2.449.558.984,00 3,33 7,31 Satpol PP

 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat 

Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban 

Umum 

 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil 

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam 

rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

5,00 2.495.000.000,00 Dokumen 100,00 87.553.787,00 1,00 450.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.175.000,00 0,00 7.175.000,00 100,00 94.728.787,00 20,00 0,04 Satpol PP

 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan polisi 

Polisi Pamongpraja dan Satuan 

Perlindungan Masyarakat termasuk dalam 

Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak 

Asasi Manusia 

 Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil 

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam 

rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

2.310,00 1.015.932.703,00 Orang 0,00 0,00 2.310,00 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,87 18.076.000,00 20,00 18.076.000,00 20,00 18.076.000,00 0,01 0,02 Satpol PP

 Penegakan Peraturan Daerah 

Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati 

/ Wali Kota  

 Persentase Penegakan Perda  100,00 2.560.520.491,00 Persen 100,00 402.160.757,00 100,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 64.574.734,00 100,00 64.574.734,00 40,00 466.735.491,00 0,40 0,18 Satpol PP

 Penanganan atas pelanggaran Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati / Wali kota 

 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas 

Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 

Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP 

4,00 2.560.520.491,00 Laporan 100,00 377.543.656,00 4,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 64.574.734,00 4,00 64.574.734,00 20,80 442.118.390,00 5,20 0,17 Satpol PP

 Pengembangan kapasitas dan Karier PPNS  

 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 

Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam 

Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum 

dan Ketenteraman    Masyarakat    serta    

Penegakan

Perda dan Perkada 

5,00 233.100.000,00 Laporan 100,00 6.814.700,00 4,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 6.814.700,00 4,00 0,03 Satpol PP

25,83% 68,03%

sangat rendah sangat rendah

 Meningkatnya 

Pencegahan 

penanggulangan 

Penyelamatan 

Kebakaran  dan 

Penyelamatan Non 

Kebakaran 

 Program Pencegahan, 

Penanggulangan, Penyelamatan 

Kebakaran dan Penyelamatan Non 

Kebakaran 

 Persentase Pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran 

100,00 7.171.854.790,00 Persen 100,00 716.398.620,00 100,00 1.033.718.551,00 0,00 0,00 4,91 129.460.615,00 4,91 129.460.615,00 20,98 845.859.235,00 0,21 0,12 Satpol PP

 Pencegahan, Pengendalian, 

Pemdaman, Penyelamatan dan 

Penanganan Bahan Berbahaya dan 

Beracun Kebakaran dalam daerah 

Kabupaten/ Kota 

 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran  100,00 6.936.348.540,00 Persen 100,00 696.398.620,00 100,00 983.718.551,00 0,00 0,00 9,82 129.460.615,00 9,82 129.460.615,00 21,96 825.859.235,00 0,22 0,12 Satpol PP

 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran 

dalam daerah kabupaten/ Kota 

 Jumlah laporan hasil pelaksanaan kesiapsiagaan 

petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam 

daerah kabupaten/kota 

283,00 2.963.898.620,00 Laporan 53,00 606.398.620,00 56,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11,00 19,64 129.460.615,00 11,00 129.460.615,00 64,00 735.859.235,00 0,23 0,25

Satpol PP

 Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran 

dan Alat Pelindung Diri 

 Jumlah sarana dan prasarana umtuk 

pengcegahan dan penanggulangan kebakaran 

dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai 

standar teknis terkait 

50,00 3.003.997.421,00 Unit 10,00 60.000.000,00 10,00 468.718.551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 60.000.000,00 0,20 0,02 Satpol PP

 Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi 

antar daerah berbatasan,antar lembaga dan 

kemitraaan dalam pengcegahan 

penanggulanagan penyelamatan kebakaran 

dan penyelamatan non kebakaran 

 Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan 

kerjasama dan koordinasi antarwilayah 

kabupaten/kota dalam pengcegahan 

penanggulangan non kebkaran dan 

penyelamatan kebakaran dan non kebakaran 

4,00 21.550.625,00 Dokumen 0,00 0,00 2,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Satpol PP

 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 

 Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang 

memiliki sertifikasi keterampilan teknis dan 

analis dalam pengcegahan dalam 

penanggulangan kebakaran 

60,00 946.901.874,00 Orang 2,00 30.000.000,00 2,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 30.000.000,00 0,03 0,03 Satpol PP

 Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pencegahan Kebakaran 

 Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan  16,00 235.506.250,00 Kecamatan 16,00 20.000.000,00 16,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 20.000.000,00 1,00 0,08 Satpol PP

 Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pencegahan dan Penanggulangan 

Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi 

 Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan 

sosialisasi edukasi pengcegahan dan 

penanggulangan kebakaran setiap tahunnya 

250,00 235.506.250,00 Orang 50,00 20.000.000,00 52,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 20.000.000,00 0,20 0,08 Satpol PP

20,98% 11,79%

sangat rendah sangat rendah

Satpol PP

 Predikat kinerja  

Rata-rata capaian  kinerja(%)

Satpol PP

 Predikat kinerja  

Rata-rata capaian  kinerja(%)

11 12 13 = 9+10+11+12 14=7+13 15=14/5X100%

6

7 8 9 10

1 2 3 4

5

Unit Perangkat Daerah 

Penaggungjawab

I II III IV

LAMPIRAN I

EVALUASI TERHADAP HASIL PELAKSANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TRIWULAN II

TAHUN 2025

KABUPATEN TOBA

No. Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) 

Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)

Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Satuan indikator

Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah 

sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

Target Kinerja dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah Tahun berjalan 

(2025) yang dievaluasi 

Realisasi Kinerja Pada Triwulan 

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja 

Perangkat Daerah yang dievaluasi  

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat 

Daerah s/d tahun 2025 (Sampai TW.IITahun 2025 )

Tingkat Capaian Kinerja dan 

Realisasi Anggaran Renstra 

Perangkat Daerah Tahun 2025
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 Program Penunjang  Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

 Cakupan kinerja penunjang urusan 

pemerintah 

100,00 35.772.713.311,00 Persen 100,00 7.826.333.989,00 100,00 7.793.434.148,00 5,36 969.525.890,00 17,05 1.735.765.949,00 22,41 2.705.291.839,00 24,48 10.531.625.828,00

 Perencanaan, Pengangguran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 presentase capaian kinerja perangkat 

daerah 

100,00 99.339.225,00 Persen 100,00 20.000.000,00 100,00 21.000.000,00 0,00 0,00 20,83 7.544.000,00 20,83 7.544.000,00 24,17 27.544.000,00

 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah  

 dokumen perencanaan perangkat daerah  3,00 51.000.000,00 Dokumen 2,00 10.000.000,00 3,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2,00 16,67 0,00 2,00 0,00 4,00 10.000.000,00

 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

 Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja skpd dan laporan capaian 

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

6,00 48.339.225,00 Laporan 6,00 10.000.000,00 6,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6,00 25,00 7.544.000,00 6,00 7.544.000,00 12,00 17.544.000,00

 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

 Cakupan Layanan Administrasi Keuangan  100,00 18.470.983.464,00 Persen 100,00 4.192.230.958,00 100,00 4.401.842.506,00 25,00 448.275.890,00 25,00 904.183.242,00 50,00 1.352.459.132,00 30,00 5.544.690.090,00

 Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS 

 Jumlah orang yang menerima gaji dan 

tunjangan 

47,00 18.470.983.464,00 Orang/ Bulan 47,00 4.192.230.958,00 47,00 4.401.842.506,00 47,00 25,00 448.275.890,00 47,00 904.183.242,00 47,00 1.352.459.132,00 94,00 5.544.690.090,00

 Administrasi kepegawaian perangkat 

daerah 

 cakupan layanan administasi kepegawaian  100,00 407.228.773,00 Persen 0,00 0,00 100,00 168.948.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut 

kelengkapannya 

 Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut 

kelengkapannya 

2,00 348.948.330,00 Paket 0,00 0,00 1,00 148.948.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Bimbingan teknis implementasi peraturan 

perundang-undangan  

 Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis 

implementasi peraturan perundang-undangan 

6,00 58.280.443,00 Orang 0,00 0,00 3,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Administrasi Umum Perangkat Daerah   Cakupan Layanan Administrasi Umum  100,00 2.125.373.719,00 Persen 100,00 528.043.031,00 100,00 42.295.182,00 0,00 0,00 21,43 13.841.176,00 21,43 13.841.176,00 24,29 541.884.207,00

 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

 Jumlah paket komponen instalasi 

lisrik/penerangan bangunan kantor yang 

disediakan 

4,00 11.412.092,00 Paket 4,00 1.176.630,00 4,00 1.235.462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 1.176.630,00

 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor 

 Jumlah paket peralatan dan perlengkapan 

kantor yang disediakan 

4,00 498.136.553,00 Paket 1,00 171.136.401,00 4,00 22.193.220,00 0,00 0,00 0,00 2,00 50,00 12.629.476,00 2,00 12.629.476,00 3,00 183.765.877,00

 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

 Jumlah paket peralatan rumah tangga yang 

disediakan 

4,00 16.075.074,00 Paket 4,00 2.730.000,00 4,00 2.866.500,00 0,00 0,00 0,00 2,00 50,00 784.200,00 2,00 784.200,00 6,00 3.514.200,00

 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

 Jumlah paket barang cetakan dan penggadaan  4,00 93.020.000,00 Paket 4,00 26.000.000,00 4,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2,00 50,00 427.500,00 2,00 427.500,00 6,00 26.427.500,00

 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang -Undangan 

 Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan 

peraturan perundang-undangan yang disediakan 

4,00 15.000.000,00 Dokumen 4,00 3.000.000,00 4,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 3.000.000,00

 Fasilitasi kunjungan tamu   jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu  12,00 461.730.000,00 Laporan 12,00 124.000.000,00 12,00 77.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 124.000.000,00

 Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

 Jumlah laporan penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi SKPD 

20,00 1.030.000.000,00 Laporan 4,00 200.000.000,00 4,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 200.000.000,00

 Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 Cakupan Peralatan dan Perlengkapan 

Pendukung Kinerja Aparatur 

100,00 827.383.130,00 Persen 100,00 350.000.000,00 100,00 152.383.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 350.000.000,00

 Pengadaan kendaraan dinas operasional 

atau lapangan 

 Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau 

lapangan 

18,00 827.383.130,00 Unit 1,00 350.000.000,00 5,00 152.383.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00 0,00 148,00 350.000.000,00

 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

 Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , 

sumber daya air dan listrik yang disedikan 

12,00 146.500.000,00 Laporan 12,00 35.000.000,00 12,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6,00 50,00 10.012.210,00 6,00 10.012.210,00 18,00 45.012.210,00

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan 

umum kantor yang disediakan

12,00 10.764.800.000,00 Laporan 12,00 2.186.960.000,00 12,00 2.136.960.000,00 3,00 25,00 521.250.000,00 3,00 25,00 707.280.000,00 6,00 1.228.530.000,00 18,00 3.415.490.000,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Barang Milik Daerah yang Terpelihara 100,00 2.931.105.000,00 Persen 100,00 514.100.000,00 100,00 564.305.000,00 0,00 0,00 14,58 92.905.321,00 14,58 92.905.321,00 22,92 607.005.321,00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah kendaraan perorangan dinas atau 

kendaraan dinas jabatan

8,00 820.000.000,00 Unit 14,00 500.000.000,00 6,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2,00 33,33 18.587.230,00 2,00 18.587.230,00 16,00 518.587.230,00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang 

dipelihara

12,00 31.105.000,00 Unit 4,00 14.100.000,00 12,00 4.305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 14.100.000,00

Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor 

dan bangunan lainnya

Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya 

yang dipelihara/direhabilitasi

1,00 650.000.000,00 Unit 0,00 0,00 1,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52.137.552.732,00 11.488.820.837,00 10.449.902.699,00 969.525.890,00 5.172.680.868,00 0,00 0,00 6.142.206.758,00 17.631.027.595,00

Rata-rata capaian  kinerja(%)

 Predikat kinerja  

Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM
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NAMA OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Target 

Capaian 

Kinerja

Lokasi Renja (Rp) DPA 2023

Indikator Kinerja 

Program/Kegiatan

Target 

Capaian 

Kinerja

Lokasi Pagu Indikatif

Bertambah / 

Berkurang

2 4 5 3 6 9 10 8

11

1 05 Urusan Pemerintahan Bidang 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

Serta Perlindungan Masyarakat

1 05 01 Program Penunjang  Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan kinerja penunjang 

urusan pemerintah

100% Satpol PP               7.793.434.149              4.467.447.379 Cakupan kinerja penunjang 

urusan pemerintah

100% Satpol PP               7.474.485.819           (168.948.330)

1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

presentase capaian kinerja 

perangkat daerah

100% Satpol PP                    21.000.000                   19.975.630 presentase capaian kinerja 

perangkat daerah

100% Satpol PP                    21.000.000                                 - 

1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

dokumen perencanaan perangkat 

daerah

3 Dokumen Satpol PP                    10.500.000                     9.640.000  dokumen perencanaan perangkat 

daerah

3 Dokumen Satpol PP                    10.500.000  -                                 

1 05 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi 

Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 

dan laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4 Laporan  Satpol PP                    10.500.000                   10.335.630 Jumlah laporan capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi kinerja skpd 

dan laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6 Laporan  Satpol PP                    10.500.000  -                                 

1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah

Cakupan Layanan Administrasi 

Keuangan

100% Satpol PP               4.401.842.506              3.821.105.300 Cakupan Layanan 

Administrasi Keuangan

100% Satpol PP               4.401.842.506                                 - 

1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji 

dan tunjangan

47 Orang/bulan Satpol PP               4.401.842.506              3.821.105.300 Jumlah orang yang menerima gaji 

dan tunjangan

47 

orang/bulan

Satpol PP               4.401.842.506  -                                 

1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah

Cakupan layanan administrasi 

kepegawaian 

Satpol PP                  168.948.330                                      - Cakupan layanan administrasi 

kepegawaian 

Satpol PP                                       -           (168.948.330)

1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya

Jumlah paket pakaian dinas 

beserta atribut kelengkapan

150 paket Satpol PP                  148.948.330                                      - Jumlah paket pakaian dinas 

beserta atribut kelengkapan

150 paket Satpol PP                                       -  (148.948.330)             

1 05 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-undangan

Jumlah orang yang mengikuti 

bimbingan teknis implementasi 

peraturan perundang-undangan

3 orang Satpol PP                    20.000.000                                      - Jumlah orang yang mengikuti 

bimbingan teknis implementasi 

peraturan perundang-undangan

3 orang Satpol PP                                       -  (20.000.000)               

1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan Layanan Administrasi 

Umum

100% Satpol PP                 322.995.183                 242.047.706 Cakupan Layanan 

Administrasi Umum

100% Satpol PP                 322.995.183                                 - 

1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah paket komponen instalasi 

lisrik/penerangan bangunan kantor 

yang disediakan

4  paket Satpol PP                      1.235.463  Jumlah paket komponen instalasi 

lisrik/penerangan bangunan 

kantor yang disediakan

4  paket Satpol PP                      1.235.463  -                                 

1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor

Jumlah paket peralatan dan 

perlengkapan kantor yang 

disediakan

4  paket Satpol PP                    22.193.220                   25.757.259 Jumlah paket peralatan dan 

perlengkapan kantor yang 

disediakan

4  paket Satpol PP                    22.193.220  -                                 

1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah paket peralatan rumah 

tangga yang disediakan

4 paket Satpol PP                      2.866.500                      1.692.817  Jumlah paket peralatan rumah 

tangga yang disediakan

4 paket Satpol PP                      2.866.500  -                                 

1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan

Jumlah paket barang cetakan dan 

penggadaan

4 paket Satpol PP                    16.000.000                         885.780 Jumlah paket barang cetakan dan 

penggadaan

4 paket Satpol PP                    16.000.000  -                                 

1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang -Undangan

Jumlah dokumen bahan bacaan 

dan peraturan peraturan 

perundang-undangan yang 

disediakan

4 dokumen Satpol PP                      3.000.000  Jumlah dokumen bahan bacaan 

dan peraturan peraturan 

perundang-undangan yang 

disediakan

36 dokumen Satpol PP                      3.000.000  -                                 

1 05 01 2.06 09 Fasilitas kunjungan tamu Jumlah laporan fasilitas kujungan 

tamu

12 laporan  Satpol PP                    77.700.000                     9.251.850  Jumlah laporan fasilitas kujungan 

tamu

12 laporan  Satpol PP                    77.700.000  -                                 

1 05 01 2.06 08 Penyelengaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

Jumlah laporan penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan konsultasi 

SKPD

4  laporan Satpol PP                 200.000.000                 204.460.000 Jumlah laporan penyelenggaraan 

rapat koordinasi dan konsultasi 

SKPD

500  laporan Satpol PP                 200.000.000  -                                 

1

Tabel TC 3. 1

Perubahan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba



Kode 

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
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1 05 01 2.06 09 Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Cakupan Peralatan dan 

Perlengkapan Pendukung 

Kinerja Aparatur

100% Satpol PP                  152.383.130                                      - Cakupan Peralatan dan 

Perlengkapan Pendukung 

Kinerja Aparatur

100% Satpol PP                  152.383.130                                 - 

1 05 01 2.07 01 Pengadaan kendaraan dinas operasional 

atau lapangan

Jumlah unit kendaraan dinas 

operasional atau lapangan

 5 unit                  152.383.130  Jumlah unit kendaraan dinas 

operasional atau lapangan

                     8  Satpol PP                 152.383.130  -                                 

05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Jasa Penunjang Kinerja 

Aparatur

100%              2.311.960.000  Jasa Penunjang Kinerja 

Aparatur

100% Satpol PP              2.161.960.000                                 - 

1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik

Jumlah laporan penyediaan jasa 

komunikasi , sumber daya air dan 

listrik yang disedikan

12 laporan                    25.000.000                   43.900.000 Jumlah laporan penyediaan jasa 

komunikasi , sumber daya air dan 

listrik yang disedikan

12 laporan  Satpol PP                   25.000.000  -                                 

1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorJumlah laporan penyediaan jasa 

pelayanan umum kantor yang 

disediakan

12 laporan               2.136.960.000              2.173.749.264 Jumlah laporan penyediaan jasa 

pelayanan umum kantor yang 

disediakan

12 laporan  Satpol PP              2.136.960.000 

1 05 01 2.08 04 Pemeliharaan/rehalibitasi sarana dan 

prasarana gedung kantor atau bangunan 

lainnya

Jumlah sarana dan prasarana 

gedung kantor atau bangunan 

lainnya yang dipelihara / 

direhabilitasi

3 unit                 150.000.000  Jumlah sarana dan prasarana 

gedung kantor atau bangunan 

lainnya yang dipelihara / 

direhabilitasi

3 unit Satpol PP                                      -  (150.000.000)             

1 05 01 2.09 28 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah

Barang Milik Daerah yang 

Terpelihara

100%                 414.305.000                 384.318.743 Barang Milik Daerah yang 

Terpelihara

100% Satpol PP                 414.305.000                                 - 

1 0501 2.09 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Jumlah kendaraan perorangan 

dinas atau kendaraan dinas 

jabatan

6 Unit                   75.000.000                   57.723.592 Jumlah kendaraan perorangan 

dinas atau kendaraan dinas 

jabatan

6 Unit  Satpol PP                   75.000.000  -                                 

1 0501 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,biaya 

pemeliharaan , Pajak dan Perijinan 

Kendaraan Dinas Operasional atau 

lapangan  

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan Yang 

Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 

dan Perijinannya

8 unit                 335.000.000                 317.342.635 Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan Yang 

Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 

dan Perijinannya

8 unit Satpol PP                 335.000.000 

1 0501 2.09 01 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya

Jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang dipelihara

12 unit                     4.305.000                      9.252.516  Jumlah peralatan dan mesin 

lainnya yang dipelihara

12 unit Satpol PP                     4.305.000  -                                 

1 0501 2.09 06 Program Peningkatan ketenteraman 

dan Ketertiban Umum

Tingkat Penyelesaian 

Pelanggaran K3

88%              1.622.750.000              2.979.782.495 Tingkat Penyelesaian 

Pelanggaran K3

88% Satpol PP              1.622.750.000                                 - 

1 0502 Penanganan Gangguan Ketenteraman 

dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Penanganan 

Gangguan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum dalam 

Kabupaten

100%              1.292.750.000              2.646.760.776 Persentase Penanganan 

Gangguan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum dalam 

Kabupaten

100% Satpol PP              1.292.750.000                                 - 

1 0502 2.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan 

Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, 

Pelaksanaan Patroli,Pengamanan dan 

Pengawalan

Jumlah kasus ganguan 

ketentraman dan ketertiban umum 

yang dicegah melalui deteksi dini 

dan cegah dini , pembinaan dan 

penyuluhan , pelaksanaan, patroli 

pengamanan dan pengamalan

50 kasus                 361.250.000              2.376.730.912 Jumlah kasus ganguan 

ketentraman dan ketertiban 

umum yang dicegah melalui 

deteksi dini dan cegah dini , 

pembinaan dan penyuluhan , 

pelaksanaan, patroli 

pengamanan dan pengamalan

50 kasus Satpol PP                 361.250.000  -                                 

1 0502 2.01 01 koordinasi penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umummelalui deteksi umum 

serta perlindungan   masyarakat tingkat 

kabupaten/kota

Jumlah dokumen hasil pelaksaan 

koordinasi penyelenggaraan 

ketentraman , ketertiban umum dan 

perlindungan masyarakat tingkat 

kabupaten/kota

30 dokumen                   81.500.000  Jumlah dokumen hasil pelaksaan 

koordinasi penyelenggaraan 

ketentraman , ketertiban umum 

dan perlindungan masyarakat 

tingkat kabupaten/kota

30 dokumen Satpol PP                   81.500.000  -                                 

1 0502 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat 

dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban 

Umum

Jumlah dokumen yang memuat 

yang memuat hasil pemberdayaan  

perlidungan dalam rangka 

ketentraman dan ketertiban umum

1 dokumen                 450.000.000                   58.454.025 Jumlah dokumen yang memuat 

yang memuat hasil 

pemberdayaan  perlidungan 

dalam rangka ketentraman dan 

ketertiban umum

1 dokumen Satpol PP                 450.000.000  -                                 

0502 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Satuan Perlindungan 

Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan 

Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia

Jumlah SDM Satuan Polisi 

Pamong Praja dan satuan 

perlindungan masyarakat yang 

ditingkatkan kapasitasnya

140 orang                 400.000.000                 211.575.839 Jumlah SDM Satuan Polisi 

Pamong Praja dan satuan 

perlindungan masyarakat yang 

ditingkatkan kapasitasnya

140 orang Satpol PP                 400.000.000  -                                 
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1 0502 2.02 Penegakan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota

Persentase Penegakan Perda 100%                 300.000.000                 324.751.295 Persentase Penegakan Perda 100% Satpol PP                 300.000.000 

1 5 22.02 03 Penanganaatas Pelanggaran Peraturan 

Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Jumlah laporan pelaksanaan 

penanganan atas pelanggaran 

peraturan daerah dan peraturan 

gubernur  yang dapat 

ditandatangani sesuai SOP

4 laporan                 300.000.000                 324.751.295 Jumlah laporan pelaksanaan 

penanganan atas pelanggaran 

peraturan daerah dan peraturan 

gubernur  yang dapat 

ditandatangani sesuai SOP

4 laporan Satpol PP                 300.000.000 

1 0502 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Pembinaan PPNS 4 orang                   30.000.000                     8.270.424  Pembinaan PPNS 4 orang Satpol PP                   30.000.000 

1 0502 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier 

PPNS

Jumlah laporan hasil pelaksanaan 

peningkatan kapasitas pejabat 

PPNS dalam mendukung 

penyelenggaraan ketertiban umum 

dan dan ketentraman masyarakat 

serta penegakan perda dan 

perkada

4 laporan                   30.000.000                     8.270.424  Jumlah laporan hasil pelaksanaan 

peningkatan kapasitas pejabat 

PPNS dalam mendukung 

penyelenggaraan ketertiban 

umum dan dan ketentraman 

masyarakat serta penegakan 

perda dan perkada

1 laporan Satpol PP                   30.000.000 

1 0504 Program Pencegahan, 

Penanggulangan, Penyelamatan 

Kebakaran dan Penyelamatan Non 

Kebakaran

Persentase Kasus Kebakaran 

yang Tertangani

100%              1.033.718.551                 370.606.548 Persentase Kasus Kebakaran 

yang Tertangani

100% Satpol PP              1.033.718.551 

1 0504 2.01 Pencegahan,Pengendalian,Pemadama

n, Penyelamatan, dan Penanganan 

Bahaya Berbahaya dan Beracun 

Kebakaran dalam Daerah 

Kabupaten/Kota

Cakupan Pelayanan Bencana 

Kebakaran

100%                 983.718.551                 370.606.548 Cakupan Pelayanan Bencana 

Kebakaran

100% Satpol PP                 983.718.551 

1 0504 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian 

Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen NSPM 

pencegahan / penanggulangan 

kebakaran dalam daerah 

kabupaten/kota setiap tahunnya

56 Laporan                 500.000.000                 360.096.548 Jumlah dokumen NSPM 

pencegahan / penanggulangan 

kebakaran dalam daerah 

kabupaten/kota setiap tahunnya

56 Laporan Satpol PP                 500.000.000 

1 0504 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pencegahan,Penanggulangan Kebakaran 

dan Alat Pelindung Diri

Jumlah sarana dan prasarana 

umtuk pengcegahan dan 

penanggulangan kebakaran dan 

alat pelindung diri yang sah dan 

legal sesuai standar teknis terkait

10 unit 468.718.551                 Jumlah sarana dan prasarana 

umtuk pengcegahan dan 

penanggulangan kebakaran dan 

alat pelindung diri yang sah dan 

legal sesuai standar teknis terkait

10 unit Satpol PP 468.718.551                

1 0504 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam 

Kebakaran

Jumlah aparatur pemadam 

kebakaran yang memiliki 

sertifikasi keterampilan teknis dan 

analis dalam pengcegahan dalam 

penanggulangan kebakaran

2 orang 10.000.000                    10.510.000                    Jumlah aparatur pemadam 

kebakaran yang memiliki 

sertifikasi keterampilan teknis 

dan analis dalam pengcegahan 

dalam penanggulangan 

kebakaran

2 orang Satpol PP 10.000.000                   

1 0504 2.01 09 Penyelenggaraan kerjasama dan 

koordinasi antar daerah berbatasan,antar 

lembaga dan kemitraaan dalam 

pengcegahan penanggulanagan 

penyelamatan kebakaran dan 

penyelamatan non kebakaran

Jumlah dokumen hasil 

penyelenggaraan kerjasama dan 

koordinasi antarwilayah 

kabupaten/kota dalam 

pengcegahan penanggulangan non 

kebkaran dan penyelamatan 

kebakaran dan non kebakaran

1 dokumen 5.000.000                      Jumlah dokumen hasil 

penyelenggaraan kerjasama dan 

koordinasi antarwilayah 

kabupaten/kota dalam 

pengcegahan penanggulangan 

non kebkaran dan penyelamatan 

kebakaran dan non kebakaran

1 dokumen Satpol PP 5.000.000                     

1 0504 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pencegahan Kebakaran

Pemberdayaan Masyarakat di 

Kecamatan

16 kecamatan                    50.000.000                                      - Pemberdayaan Masyarakat di 

Kecamatan

16 

kecamatan 

Satpol PP                   50.000.000 

1 0504 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pencegahan dan Penanggulangan 

Kebakaran melalui Sosialisasi dan 

Edukasi Masyarakat

Jumlah warga masyarakat yang 

mendapatkan sosialisasi edukasi 

pengcegahan dan 

penanggulangan kebakaran setiap 

tahunnya

50 orang                   50.000.000                                      - Jumlah warga masyarakat yang 

mendapatkan sosialisasi edukasi 

pengcegahan dan 

penanggulangan kebakaran 

setiap tahunnya

50 orang Satpol PP                   50.000.000 

          10.449.902.700              7.817.836.422            10.130.954.370  Jumlah


image12.emf
Sebelum Sesudah RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Perubahan 2025 Nasional Daerah
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13.601.094.000,00 12.080.856.073,00 11.767.402.484,00 11.069.213.287,00

1 13.601.094.000,00 12.080.856.073,00 11.767.402.484,00 11.069.213.287,00

1 05 13.601.094.000,00 12.080.856.073,00 11.767.402.484,00 11.069.213.287,00

1 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA

Cakupan kinerja penunjang 

urusan pemerintah daerah

100 Persen 100 Persen 9.931.094.000,00 8.647.983.653,99 8.503.099.195,99 6.906.688.396,00

1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah

Persentase capaian kinerja 

perangkat daerah

- 100 persen 100 persen 25.000.000,00 33.250.009,00 33.250.009,00 -

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

Aparatur Satuan Polisi 

Pamong Praja

22.339.225,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.01 0001

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

3 Dokumen 3 Dokumen 12.500.000,00 26.740.000,00 13.370.000,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

10.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.01 0006

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 

SKPD dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD

6 Laporan 6 Laporan 12.500.000,00 6.510.009,00 6.510.009,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

11.839.225,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Cakupan Layanan Administrasi 

Keuangan

- 100 Persen 100 Persen 6.803.094.000,00 5.813.744.008,00 5.813.744.008,00 -

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

Aparatur Satuan Polisi 

Pamong Praja

3.335.910.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.02 0001

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN

50/14 

Orang/bulan

50/14 Orang/bulan 6.803.094.000,00 5.813.744.008,00 5.813.744.008,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

Dana Alokasi Umum 

(DAU)

DAU Tambahan 

Dukungan Pendanaan 

atas Kebijakan 

Penggajian Pegawai 

Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

3.335.910.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Cakupan layanan administrasi 

umum

- 100 Persen 100 Persen 402.000.000,00 323.844.262,99 323.844.262,99 - - Aparatur Satuan Polisi 

Pamong Praja

542.179.171,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.06 0001

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan

4 Paket 4 Paket 3.000.000,00 3.868.350,00 3.868.350,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

Dana Bagi Hasil (DBH)- - 3.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.06 0002

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan

4 Paket 4 Paket 95.000.000,00 94.919.208,00 65.355.725,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

187.179.171,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.06 0003

Jumlah Paket Peralatan Rumah 

Tangga yang Disediakan

4 Paket 4 Paket 4.000.000,00 9.812.720,00 9.812.720,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

4.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.06 0005

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan

4 Paket 4 Paket 17.000.000,00 9.604.984,99 6.757.509,99 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

17.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.06 0006

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan

4 Dokumen 4 Dokumen 3.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

0,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.06 0008

Jumlah Laporan Fasilitasi 

Kunjungan Tamu

12 Laporan 12 Laporan 80.000.000,00 7.432.000,00 7.432.000,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.06 0009

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4 Laporan 4 Laporan 200.000.000,00 198.207.000,00 99.103.500,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

Dana Bagi Hasil (DBH)-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

230.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah

Jasa Penunjang Kinerja Aparatur - 100 Persen 100 Persen 2.206.000.000,00 2.082.280.000,00 2.082.280.000,00 -

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

Aparatur Satuan Polisi 

Pamong Praja

2.201.960.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.08 0002

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air 

dan Listrik yang Disediakan

12 Laporan 12 Laporan 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

35.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.08 0004

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan

12 Laporan 12 Laporan 2.190.000.000,00 2.066.280.000,00 2.066.280.000,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

Pendapatan Bagi 

Hasil

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

2.166.960.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Barang milik daerah yang 

terpelihara

- 100 Persen 100 Persen 495.000.000,00 394.865.374,00 394.865.374,00 -

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

Aparatur Satuan Polisi 

Pamong Praja

804.300.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.09 0001

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya

4 Unit 4 Unit 75.000.000,00 73.108.600,00 73.108.600,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

500.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.09 0002

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan Pajak 

dan Perizinannya

8 Unit 8 Unit 350.000.000,00 307.138.696,00 307.138.696,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

300.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.09 0006

Jumlah Peralatan dan Mesin 

Lainnya yang Dipelihara

12 Unit 12 Unit 20.000.000,00 14.618.078,00 14.618.078,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

4.300.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 01 2.09 0010

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi

1 Unit 1 Unit 50.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

0,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

2 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN 

KETENTERAMAN DAN 

KETERTIBAN UMUM

Tingkat Penyelesaian 

Pelanggaran K3

93 Persen 93 Persen 2.100.000.000,00 2.758.134.014,01 2.642.907.480,01 2.361.654.578,00

1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota

Persentase Penanganan 

Gangguan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum dalam 

Kabupaten

- 100 Persen 100 Persen 1.485.000.000,00 2.616.635.000,00 2.616.635.000,00 -

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

Masyarakat 1.686.654.578,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 02 2.01 0003

Jumlah Dokumen Hasil 

Pelaksanaan Koordinasi 

Penyelenggaraan Ketenteraman, 

Ketertiban Umum dan 

Perlindungan Masyarakat Tingkat 

Kabupaten/Kota

30 Dokumen 30 Dokumen 85.000.000,00 0,00 0,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

0,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 02 2.01 0004

Jumlah Dokumen yang Memuat 

Hasil Pemberdayaan 

Perlindungan Masyarakat dalam 

rangka Ketenteraman dan 

Ketertiban Umum

1 Dokumen 15 Dokumen 600.000.000,00 82.680.390,00 41.460.500,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

650.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 02 2.01 0005

Jumlah SDM Satuan Polisi 

Pamongpraja dan Satuan 

Perlindungan Masyarakat yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya

2310 Orang 50 Orang 120.000.000,00 4.999.610,00 2.714.280,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

386.654.578,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 02 2.01 0015

Jumlah  Laporan Gangguan 

Ketenteraman dan Ketertiban 

Umum yang Dicegah Melalui 

Deteksi Dini dan Cegah Dini, 

Pembinaan dan Penyuluhan, 

Patroli, Pengamanan, dan 

Pengawalan

52 laporan 4 laporan 680.000.000,00 2.528.955.000,00 2.462.490.000,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

650.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota dan Peraturan 

Bupati/Wali Kota

Persentase Penegakan Perda - 100 Persen 100 Persen 600.000.000,00 131.772.700,01 131.772.700,01 -

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

Kabupaten Toba 660.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 02 2.02 0010

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Sosialisasi 

Penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah

7 Laporan 1 Laporan 40.000.000,00 12.963.385,01 12.963.385,01 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

Dana Bagi Hasil (DBH)-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

40.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

1 05 02 2.02 0011

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Penanganan  Atas Pelanggaran 

Peraturan Daerah dan Peraturan 

kepala daerah Sesuai SOP

4 Laporan 4 Laporan 560.000.000,00 118.809.315,00 118.809.315,00 Kab. Toba, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa

PENDAPATAN ASLI 

DAERAH (PAD)

-

4.	Peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan 

pelayanan publik

620.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan

Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Penanganan  Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan  Kepala daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Komponen Instalasi

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT



Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

2

Satuan Polisi Pamong Praja



URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR



Perangkat Daerah 
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SALINAN

BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TOBA
NOMOR 441 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TOBA

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2025
BUPATI TOBA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Bappeda
menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Daerah dan bahwa penetapan Renja Perangkat Daerah
dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan
setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD

ditetapkan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3794),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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